
BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2010 NOMOR 13 SERI C

BUPATI BANJARNEGARA
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA

NOMOR 794 TAHUN 2010

T E N T A N G

DISPENSASI PENCATATAN KELAHIRAN BAGI PENDUDUK
KABUPATEN BANJARNEGARA YANG LAHIR SEBELUM DAN

SESUDAH DIUNDANGKANNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kemudahan dan
perlindungan terhadap status dan hak sipil penduduk
Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan Surat
Menteri Dalam Negeri Nomor 472.11/2945/SJ
tanggal 10 Agustus 2009  tentang Perpanjangan
Masa Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran
dan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor
474.1/20004 tanggal 19 Oktober 2009  tentang
Perpanjangan Masa Dispensasi Pelayanan
Pencatatan Kelahiran dalam masa transisi
berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
dipandang perlu diatur Dipensasi Pencatatan
Kelahiran Bagi Penduduk Kabupaten Banjarnegara
Yang Lahir Sebelum dan Sesudah diundangkannya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan;
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b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara RI Tahun
1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 3475);

3. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun
2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4235);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara RI Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4844);
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7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI
Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4674);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun  2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang  Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara RI Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4736);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4737);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat  Daerah (Lembaran Negara RI
Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 4741);

13. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil;
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14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang
Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 106);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1
Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 1 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 112);

16.Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 148 Tahun
2008 tentang Izin Dispensasi Pencatatan Kelahiran
Terlambat Pelaporan Bagi Penduduk Kabupaten
Banjarnegara Yang Lahir Sebelum Berlakunya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Berita Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 8 Seri
E);

17.Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 247 Tahun
2009 tentang Perpanjangan Masa Berlaku terhadap
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 148 Tahun
2008 tentang Izin Dispensasi Pencatatan Kelahiran
Terlambat Pelaporan Bagi Penduduk Kabupaten
Banjarnegara Yang Lahir Sebelum Berlakunya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Berita Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 374
Seri E);
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M E M U T U S K A N  :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DISPENSASI
PENCATATAN KELAHIRAN BAGI PENDUDUK
KABUPATEN BANJARNEGARA YANG LAHIR
SEBELUM DAN SESUDAH DIUNDANGKANNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 1

Pelaporan Pencatatan Kelahiran Bagi Penduduk Kabupaten
Banjarnegara yang lahir sebelum diundangkannya Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, masih
diberikan dispensasi tanpa melalui Sidang Penetapan Pengadilan Negeri
sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.

Pasal 2

Pelaporan Pencatatan Kelahiran Bagi Penduduk Kabupaten
Banjarnegara yang lahir sesudah diundangkannya Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang
pelaporan pencatatan kelahirannya terlambat lebih dari 61 hari dari
tanggal kelahiran sampai dengan 1 (satu) tahun masih tetap dilayani
tanpa melalui Sidang Penetapan Pengadilan Negeri.
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Pasal 3

Pelaporan Pencatatan Kelahiran Bagi Penduduk Kabupaten
Banjarnegara yang lahir sesudah diundangkannya Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang
pelaporan pencatatan kelahirannya terlambat lebih dari 1 (satu) tahun
sejak tanggal kelahiran harus melalui Sidang Penetapan Pengadilan
Negeri dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011.

Pasal 4

Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 3 merupakan salah
satu syarat yang harus dilampirkan pada berkas Permohonan Pencatatan
Kelahiran yang akan diajukan pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk Pencatatan Kelahiran
yang bersangkutan dan Penerbitan Kutipan Aktanya.

Pasal 5

Prosedur dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Penetapan Pengadilan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, dilakukan berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.
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Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 31Desember 2010
BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH,

Cap ttd,

S Y A M S U D I N

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2010 NOMOR 43 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Syamsudin, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda

NIP. 19530207.197501.1.003
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